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BAB Il

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai  “
Pertanggungjawaban Pelaku Atas Vaksin Palsu di Rumah Sakit Elisabeth

Bekasi” maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

HT dan RA selaku pembuat dan pengedar vaksin palsu bagi
beberapa apotek serta distributor sudah melakukan pertanggungjawaban
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dikarenakan HT dan RA sudah
melanggar ketentuan dalam UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ,
dimana HT dan RA sudah memproduksi vaksin palsu tanpa adanya keahlian,
mengedarkan barang kefarmasian tanpa izin edar, serta barang kefarmasian
yang diedarkan tidaklah memiliki mutu serta khasiat yang seharusnya, bahkan

membahayakan tubuh.

Maka menurut peneliti bahwa HT dan RA divonis 9 tahun dan 8
tahun penjara serta didenda Rp300.000.000 bagi masing-masing dan subside
tiga bulan sudah sesuai. Namun pertanggungjawaban dari Rumah Sakit
Elisabeth menurut peneliti tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini
dikarenakan Rumah Sakit hanya menandatangani surat tujuh permintaan dari

orang tua pasien, dan tidaklah dikenakan sanksi apapun.



57

Padahal dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah sakit pasal 17, bahwa rumah sakit yang tidak memenuhi syarat
kefarmasian dapatlah dicabut izinnya, serta Mentri kesehatan Nila F Moeloek
pun sudah menyatakan apabila Dirut sendiri yang menyetujui penerimaan

vaksin dari distributor tidak resmi maka Rumabh sakit tersebut dapat ditutup.

. Saran

Untuk lebih melindungi kepentingan masyarakat, serta melindungi hak-
hak dari pasien dan keselamatan pasien, maka penulis mengungkapkan saran-
saran antara lain yakni:

1. Pelaksanaan penerimaan vaksin dari distributor hingga ke Rumah sakit
haruslah dipantau lebih ketat dengan memperhatikan prinsip kehati-
hatian agar kejadian serupa tidaklah terjadi lagi.

2. Dalam Proses  penyelesaian perkara, terutama  dalam
pertanggungjawaban Rumah Sakit dalam perihal vaksin palsu ini
seharusnya lebih sesuai dengan aturan yang tertulis dalam Undang-
Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit serta tidak hanya

dengan cara kekeluargaan.



58

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Atmasasmita Romli, 2000, Pengantar Hukum Pidana Internasional, PT. Refika
Aditama, Bandung.

Jaya Nyoman Serikat Putra, 2010, Globalisasi HAM dan Penegakan Hukum,
Magister IImu Hukum Universitas Diponegoro.

Kristian,2016, Kejahatan Korporasi di Era Modern dan Sistem Pertanggungjawaban
Pidana Korporasi,Bandung.

Moeljatno, 2015, Asas-Asas Hukum Pidana, edisi revisi catatan ke Sembilan, Rineka
Cipta, Jakarta.

Muladi dan Dwidja Priyatno,1991, Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum
Pidana,Bandung.

Rahardjo Satjipto, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta
Publishing, Yogyakarta.

S. Eddy O. Hiariej, 2014,Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Jakarta.

Soekanto Soerjono, 2014, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT
Raja Gravindo, Jakarta.

Sudarto, 1986, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung.

PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



59

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

INTERNET

https://kbbi.web.id/rumah%20sakit diakses pada tanggal 8 September 2018.
jam 19.20.

https://www.suduthukum.com/2017/05/penegak-hukum.html diakses pada tanggal 29
Agustsus 2018 jam 19.47.

Reagan Ronald, The United States Will Not Submit Itself To The Rulings Of The
World Court, diakses dari: http://www.critcrim.org/feather/crime/corporate.html

diakses terakhir pada 8 September 2018 . jam 23.55.





